
 
 

 
 
 

 
PEMERINTAH PROVINSI  MALUKU 

 
PERATURAN  DAERAH  PROVINSI  MALUKU 

NOMOR :   01  TAHUN   2010 
 

TENTANG 
 

ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH  PROVINSI   
MALUKU TAHUN  ANGGARAN  2010 

 
DENGAN   RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA 

 
GUBERNUR   MALUKU, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala 
Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  untuk 
memperoleh persetujuan bersama ; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan 
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 yang dijabarkan 
kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah 
disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada bulan Desember 
Tahun  2009; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, 
perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2010 ; 

 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra 

Tingkat I Maluku, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617 ) jo Undang-Undang 
Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru 
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) jo 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram 
Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di 
Provinsi Maluku           (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) jo Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4747) jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4877) jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4878) ; 

 



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ; 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 3688) ; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851) ; 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 ; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ; 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286) ; 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ; 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438) ; 

13. Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politiik ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  2 ;  Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4028 ) ;  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4090) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4138) ; 

 
 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana 
yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 ) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577) ; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 
Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 ; Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4972 ) ; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan 
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan pertanggung-jawaban 
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana 
Operasional ; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban  Penggunaan  Bantuan Keuangan Partai Politik ; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010  ; 

 
 
 
 
 
 


